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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Langkah pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan

berdasarkan Pasal 14 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengolaan Lingkungan Hidup meliputi pencegahan, penanggulan dan

pemulihan belum dilakukan dengan baik karena masih kurangnya

pengawasan pemerintah .

2. Kendala- kendala yang di hadapi oleh pemilik industri adalah

a. Banyak pelaku usaha di industri mie soun yang bermodal kecil

tidak wajib memiliki TDI ( Tanda Daftar Industri ), sehingga

tidak ada pengawasan dari Kantor Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu.

b. Sebagian besar industri mie soun berskala kecil, sehingga  tidak

mampu untuk membuat IPAL, karena beayanya sangat mahal.

c. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tidak berani

tegas memberikan sanksi bagi pelaku industri yang melanggar

ketentuan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis menyampaikan beberapa saran

sebagai berikut:

1. Badan Lingkungan Hidup dan Kantor Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu perlu terus menerus melakukan tindakan
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penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaku usaha industri mie

soun di kabupaten Klaten.

2. Badan Lingkungan Hidup perlu mendorong pelaku usaha untuk

mengadakan IPAL secara bersama.

3. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu perlu terus

memberikan pengarahan kepada pelaku usaha agar memiliki TDI.
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